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ABSTRAK

PEMBATALAN MEREK PIERRE CARDIN
SEBAGAI MEREK TERKENAL
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HK1/2015)

Oleh
Amelia Ullfa Husnul Nuvvus

Designer asal Perancis, Pierre Cardin mengajukan gugatan mengenai pembatalan
merek milik Pengusaha asal Indonesia, Alexander Satryo Wibowo. Pengadilan
Niaga mengeluarkan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015 yang isinya adalah
menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kemudian, Penggugat mengajukan
kasasi ke Mahkamah Agung dan Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI1/2015 yang
menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Pierre Cardin.
Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan
Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015. Permasalahan penelitian ini mengenai: apa
Merek Dagang Pierre Cardin memenuhi Kkriteria sebagai merek terkenal;
bagaimana sikap Direktorat Jenderal HKI terhadap sengketa pembatalan merek
Pierre Cardin sebagai merek terkenal; dan bagaimana pertimbangan hakim dalam
sengketa pembatalan merek Pierre Cardin.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah normatif terapan
dengan tipe judicial case study. Data yang digunakan adalah data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data
dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan
dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data
menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah: pertama, Merek Pierre Cardin termasuk
pada kategori merek terkenal karena telah memenuhi 3 (tiga) kriteria merek
terkenal menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek, yaitu adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di
bidang usaha yang bersangkutan, adanya promosi yang gencar dan besar-besaran,
dan investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, disertai
bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Kedua, sikap Direktorat Jenderal
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HKI dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, mengenai
iktikad tidak baik (bad faith) yang dilakukan Tergugat | dan pernyataan bahwa
merek Pierre Cardin merupakan merek terkenal. Direktorat Jenderal HKI
menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah kedaluwarsa. Ketiga,
Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama telah salah dalam pertimbangannya
berkenaan dengan penilaian merek Pierre Cardin milik Penggugat bukan
merupakan merek terkenal. Majelis Hakim pada tingkat kasasi dinilai salah karena
tidak mempertimbangkan fakta tentang iktikad tidak baik yang dilakukan oleh
Termohon Kasasi I/Tergugat I.

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Pierre Cardin, Merek Terkenal
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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

“Some beautiful paths can’t be discovered without getting lost. Beberapa jalan yang
indah tidak dapat ditemukan tanpa tersesat terlebih dahulu. ”
(Erol Ozan)

“The more you give, the more you will get. — Semakin banyak yang kamu berikan,
maka semakin banyak juga apa yang kamu dapat.”

(Anonymous)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan erat dengan pengembangan
Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan ini menjadi lebih cepat lagi seiring dengan
perkembangan perdagangan internasional. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak
kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja

rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.*

Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual adalah merek. Merek merupakan tanda
berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi
dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa.? Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek
merupakan dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai
Goodwill, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan
diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan yang besar.

Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang

10K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakata, 2006,
him. 9.
2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.



akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas,

kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.®

Merek dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek
dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.* Merek jasa adalah merek yang
digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.®

Merek yang sudah menjadi terkenal dan memiliki tingkat peminat lebih banyak di
pasaran tentu akan cenderung memacu para produsen yang lain untuk bersaing dengan
merek terkenal tersebut. Memperoleh predikat merek terkenal tentu saja bukan hal
yang mudah bagi produsen. Ada beberapa hal yang perlu dicapai oleh para produsen
atas produk merek terkenal, seperti waktu maupun biaya yang tidak sedikit. Untuk
menjadikan merek atas suatu produk barang atau jasa dikenal secara luas oleh para
konsumen, produsen dapat mendaftarkan merek atas produknya tersebut di berbagai

negara.

Terkenalnya suatu merek menjadi suatu merek terkenal (well-known mark), dapat lebih
memicu tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun skala

internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan hukum baik dalam skala

3 Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang,
PT Alumni, Bandung, 2009, him. 2.

4 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

5 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.



nasional maupun skala internasional, karena suatu merek terkenal mengalami
perluasan perdagangan melintasi batas-batas Negara. Hal tersebut telah diatur dalam

ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris.

Ketentuan Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris menyatakan bahwa negara-negara
anggota persatuan setuju secara ex officio dan sepanjang tidak bertentangan dengan
perundang-undangan negaranya, atau berdasarkan permohonan dari seorang pihak
yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan suatu pendaftaran merek dan
melarang penggunaan dari suatu merek dagang yang merupakan hasil penggandaan,
pemalsuan, atau terjemahan hingga menimbulkan kebingungan atas suatu merek yang
dianggap oleh pihak yang berwenang dari negara pendaftar, atau menolak untuk
menggunakan merek yang cukup terkenal di negara itu dari seorang yang berhak atas
manfaat patennya berdasarkan Konvensi ini dan menggunakannya terhadap barang
dagangan yang identik atau yang hampir sama dengannya. Ketentuan-ketentuan ini
juga berlaku apabila bagian penting (utama) dari merek tersebut merupakan hasil
gandaan dari merek terkenal atau hasil pemalsuan yang dapat menimbulkan

kebingungan.

Pasal 6 bis ayat (2) Konvensi Paris menyatakan bahwa satu periode 5 (lima) tahun
terhitung dari tanggal pendaftaran adalah waktu yang diperkenankan untuk
permohonan pembatalan merek tersebut. Negara-negara anggota persatuan dapat
memberlakukan suatu periode untuk permohonan pelarangan penggunaan suatu merek.
Kemudian dijelaskan juga pada ayat (3) tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi

permohonan pembatalan atau pelarangan penggunaan merek terdaftar atau penggunaan



merek tanpa seijin. Ketentuan Konvensi Paris menjelaskan bahwa betapa pentingnya
sistem pendaftaran merek untuk memberikan perlindungan terhadap merek asli dan

produk asli, khususnya merek terkenal.®

Apabila suatu merek sudah menjadi merek terkenal, tentunya hal tersebut dapat
menimbulkan suatu permasalahan hukum, seperti munculnya para kompetitor yang
beriktikad tidak baik (bad faith) untuk melakukan peniruan atau bahkan pembajakan
atas suatu merek terkenal. Itikad tidak baik merupakan suatu sikap yang dengan sengaja
melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan
dalam undang-undang merek. Selain merugikan konsumen, pelanggaran atas merek
juga dapat merugikan para produsen korban peniruan atas merek tersebut. Dengan
adanya peniruan ini produsen dirugikan karena secara langsung omzet produksi mereka

dikurangi.’

Hal inilah yang mendorong kebutuhan akan sebuah perlindungan hukum atas suatu
barang atau jasa yang diperdagangkan. Di dalam Undang-Undang Merek dijelaskan
bahwa untuk menjadi sebuah merek dan mendapatkan perlindungan hukum syaratnya
adalah merek tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual. Salah satu hal penting yang dijadikan prinsip dalam pendaftaran merek

salah satunya adalah iktikad baik (good faith) dari pendaftar merek tersebut. Hanya

® Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, him. 150.
" Omzet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jumlah uang hasil penjualan
barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual.



permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik saja yang dapat

diterima untuk didaftarkan.®

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dijelaskan bahwa
pemohon yang beriktikad baik (good faith) adalah pemohon yang mendaftarkan
mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru
atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat
kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau
menyesatkan konsumen. Pentingnya pemilik merek beriktikad baik ditetapkan sebagai
salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum
mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem
konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum

beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.®

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur secara rinci
mengenai merek terkenal sudah dikategorikan terkenal atau belum. Undang-Undang
Merek mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991
yang menyatakan bahwa pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah
beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah
beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang

bersangkutan di berbagai negara.

8 Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/1991.

9 Gatot Suparmono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Jakarta:
Rineka Cipta, 2008, him. 18.



Sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan asas first to file, yaitu sistem
pendaftaran merek pertama, artinya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan
pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diberi prioritas

untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah.

Sengketa yang terjadi antara perancang busana (designer) asal Perancis, Pierre Cardin
pemilik Merek Dagang Pierre Cardin sebagai penggugat, yang mereknya merupakan
suatu merek terkenal dan sudah mulai digunakan sejak awal Maret tahun 1974, dan
telah didaftarkan, diperdagangkan, dan dipromosikan secara besar dan
berkesinambungan di beberapa negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang
sudah terdafatar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk Merek
Dagang Pierre Cardin dengan jenis barang dalam kelas 3 di bawah daftar Nomor
IDM000192198 yang diperpanjang dengan Nomor R002008005130 tanggal 6 Februari
2009, permohonan pendaftaran Merek Dagang Pierre Cardin Agenda Nomor
D00.2014.051659 kelas 3 tanggal 11 November 2014, dan permohonan pendaftaran
Merek Dagang Logo Pierre Cardin Agenda Nomor D00.2014.051658 kelas 3 tanggal
11 November 2014. Dalam sengketa ini penggugat melawan tergugat Alexander
Satryo Wibowo, seorang pengusaha lokal yang menggunakan Merek Dagang Pierre
Cardin, yang dengan ini mereknya sudah terdaftar sejak 29 Juli 1977 di Indonesia yang
pada mulanya merupakan milik dari Wenas Widjaja, yang kemudian dilakukan
pembaharuan pendaftaran dan terdaftar dalam Daftar Umum dengan Nomor 199049
tertanggal 24 Oktober 1985, tercatat peralihan hak ke atas nama Raimin, yang

kemudian terjadi pemindahan hak kepada Eddy Tan, dan kemudian pada tanggal 18



Mei 1987 tercatat pemindahan hak dari Eddy Tan kepada Alexander Satryo Wibowo.
Dimana terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya pada penggunaan
merek antara penggugat dan tergugat. Oleh karenanya Pierre Cardin yang dengan ini
bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar Pierre

Cardin yang digunakan oleh tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat merupakan pemilik sah atas merek Pierre Cardin sejak puluhan tahun
yang lalu.

2. Merek penggugat adalah merek terkenal yang sudah dikenal di berbagai negara.

3. Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah mengajukan permohonan atas

mereknya dengan iktikad tidak baik (bad faith).

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal
9 Juni 2015 yang dalam pokok perkaranya menolak gugatan penggugat untuk
seluruhnya. Bahwa atas dasar pertimbangan hakim dijelaskan Penggugat telah gagal
membuktikan adanya iktikad baik dari Tergugat | dalam mendaftarkan, menggunakan
dan memproduksi barang-barang merek Pierre Cardin di Indonesia. Bahwa pada
faktanya, pendaftaran merek Pierre Cardin milik Tergugat | pada Direktorat Merek
(Tergugat I1), demikian juga penggunaan merek serta perbuatan memproduksi barang-
barang merek Pierre Cardin di Indonesia ternyata tidak dilandasi suatu iktikad yang

tidak baik.



Penggugat tidak dapat menerima hasil dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu penggugat mengajukan upaya hukum
permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum yang diajukan oleh
penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa: “Permohonan juga harus
ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau menyerupai
nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali

atas persetujuan tertulis dari yang berhak™.

Terhadap upaya hukum permohonan kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan
putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI1/2015 yang amar putusannya menyatakan menolak

permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pierre Cardin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan
menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI1/2015 mengenai
pembatalan suatu merek terkenal dengan tujuan akan dilakukan penelitian, dikarenakan
sampai dengan saat ini begitu banyak kasus sengketa merek terkenal terjadi di
Indonesia yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul
“PEMBATALAN MEREK PIERRE CARDIN SEBAGAI MEREK TERKENAL

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HK1/2015)”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas,

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Merek Dagang Pierre Cardin dari designer asal Perancis memenubhi kriteria
sebagai merek terkenal?

2. Bagaimana sikap Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap sengketa
pembatalan merek Pierre Cardin sebagai merek terkenal?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa pembatalan merek Pierre Cardin?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup
pembahasan. Ruang lingkup ilmu yang digunakan adalah Hukum Perdata Ekonomi,
khususnya yang berkenaan dengan Hukum Kekayaan Intelektual. Sedangkan ruang
lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kriteria suatu merek
terkenal, apakah Pierre Cardin merupakan merek terkenal, pemegang hak merek yang
sah dari Pierre Cardin, dan mengenai sikap Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual maupun dasar pertimbangan hakim dalam sengketa pembatalan merek

terkenal.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
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Mengetahui dan memahami apakah Merek Dagang Pierre Cardin dari designer asal
Perancis memenuhi kriteria sebagai merek terkenal.

Mengetahui dan memahami sikap Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
terhadap sengketa pembatalan merek Pierre Cardin sebagai merek terkenal.
Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam sengketa pembatalan merek

Pierre Cardin.

. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a

. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan,

k

(on

hususnya ilmu dibidang Hukum Kekayaan Intelektual, terutama hak merek.

. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis
khususnya mengenai pembatalan suatu merek terkenal.

Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa
Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum

Universitas Lampung.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Merek

1. Dasar Hukum Pengaturan Merek

Undang-Undang Merek di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan
diantaranya setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus
1945, berlaku Reglement Industriele Eigendom tahun 1912 yang dicabut dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.° Pada tahap terakhir, atas upaya Tim
Keppres Nomor 34 Tahun 1986 telah berhasil direvisi Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang berlaku pada

tanggal 1 Maret 1993.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek merupakan undang-undang

terbaru, namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Merek ini dengan

Undang-Undang Merek yang sebelumnya, yaitu:

a. Proses penyelesaian permohonan dilakukan setelah permohonan dinyatakan
memenuhi syarat administratif. Di dalam Undang-Undang Merek yang lama,

pemeriksaan substantif dilakukan setelah pengumuman. Perubahan ini

10 Taryana Soenandar, Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean, Sinar Grafika, Jakarta,
2007, him. 67.
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dimaksudkan untuk memperpendek waktu permohonan dan untuk memberikan
kesempatan kepada pihak lain yang mengajukan keberatan dengan permohonan
yang telah disetujui untuk didaftar.

b. Jangka waktu pengumuman di Undang-Undang Merek yang baru diperpendek
menjadi tiga bulan. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses
penyelesaian permohonan.

c. Untuk menggunakan hak prioritas, seorang pemohon merek harus melengkapi
bukti penerimaan permohonan untuk pertama kali yang menimbulkan hak prioritas
tiga bulan setelah berakhirnya hak prioritas tersebut.

d. Undang-Undang Merek yang baru menyediakan alasan penolakan permohonan
secara lebih jelas dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemohon tentang
alasan penolakan tersebut.

e. Undang-Undang Merek yang baru juga menyediakan peraturan tentang indikasi
geografis dan indikasi asal.

f. Undang-Undang Merek yang baru memberdayakan penggunaan Pengadilan Niaga
untuk menyelesaikan perkara merek agar penyelesaian perkara dapat dilakukan
dengan cepat.

g. Undang-Undang Merek yang baru juga menyediakan wadah untuk menyelesaikan
sengketa merek di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan/ atau alternatif

penyelesaian sengketa.'*

11 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Graha llmu, Yogyakarta,
2010, him. 204-205.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menuliskan bahwa
pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat
secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesai masa
pengumuman tentang adanya permohonan. Perubahan ini dimaksudkan agar dapat
lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi
kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan permohonan yang telah
disetujui untuk didaftar. Dalam pengaturan saat ini, jangka waktu pengumuman
dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman
berdasarkan Undang-Undang Merek Tahun 1992 jo. Undang-Undang Merek Tahun
1997. Dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan
dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.'?

Selain peraturan nasional, dasar hukum pengaturan merek juga diatur dalam peraturan
internasional. Dasar hukum pengaturan merek internasional meliputi, konvensi-
konvensi maupun perjanjian internasional lainnya seperti Perjanjian TRIPs (Trade
Related Aspects of Intellectual Property Right incluiding Trade in Counterfiet Goods)
yaitu aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak milik intelektual termasuk

perdagangan palsu serta Konvensi Paris.

Perjanjian TRIPs memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh

negara penandatangan kesepakatan tersebut, yaitu kewajiban bagi negara anggota

12 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2010, him. 406.



14

untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektualnya dengan
berbagai konvensi internasional di bidang hak milik intelektual.®* Konvensi Paris
mengatur mengenai merek terkenal. Dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris telah
diatur bahwa merek terkenal harus diberikan perlindungan hukum baik dalam skala
nasional maupun skala internasional, karena suatu merek terkenal mengalami

perluasan perdagangan melintasi batas-batas negara.

2. Pengertian, Jenis dan Bentuk Merek

a. Pengertian Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menuliskan bahwa merek
adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.'

Menurut Molengraaf, merek yaitu dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu,
untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan
dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang-orang atau

perusahaan lain.®

Sedangkan WIPO memberikan pengertian tentang merek yaitu:

13 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan
Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 him. 161.

14 pasal 1 angka 1 Undang-Undnag Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

15 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit., him. 164.
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“A trademark is a distinctive sign which identifies certain goods or services as those

produced or provided by a spesific person or enterprise”.

Dapat disimpulkan bahwa merek diartikan sebagai tanda (sign) untuk membedakan
barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang
atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis
yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan

atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.'

Secara umum, beberapa tanda yang dapat diklasifikasikan sebagai merek adalah

sebagai berikut:

1. Kata, yang dimaksud dengan kata adalah perkataan baik asing, nasional, maupun
daerah, yang mempunyai patokan memiliki daya pembeda. Misalnya seperti merek
kecap “Bango”.

2. Huruf, terdiri dari beberapa huruf, misalnya seperti merek kecap “ABC”.

3. Angka, adalah angka-angka yang bersifat majemuk tidak boleh berdiri sendiri,
harus lebih dari dua angka dapat dikombinasikan dengan unsur lain. Gambar,
adalah semua objek yang dapat dilukis/digambar baik dihasilkan dengan tangan
atau dengan media elektronik.

4. Warna, adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris yang melekat pada
persegi.

5. Dan/atau gabungan unsur-unsur tersebut.

16 OK. Saidin, Op.Cit., him. 345.
" Tomi Suryo Utomo, Op.Cit., him. 209.
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b. Jenis Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur mengenai jenis-jenis
merek, diantaranya yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.

Merek Dagang (Trademark) adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan

hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.®

Merek Jasa (Service Mark) adalah merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan

hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.'®

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan
karakteristik yang sama dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan
hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis

lainnya.?

c. Bentuk Merek

Bentuk merek adalah bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada

barang atau jasa. Bentuk merek dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Merek yang berbentuk lukisan atau gambar

18 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit., him 169.
19 I bid.
20 pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
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Bentuk merek ini mempunyai daya pembeda dalam bentuk lukisan atau gambar antara
barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Bentuk
merek ini disebut sebagai merek lukisan. Contoh bentuk merek ini seperti gambar buah

apel pada produk smartphone.

2) Merek yang berbentuk kata

Bentuk merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa
yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Bentuk merek ini disebut

merek kata. Contoh dari bentuk merek ini seperti kata Indomie pada produk makanan.

3) Merek yang berbentuk huruf atau angka

Bentuk merek ini mempunyai daya pembeda dalam bentuk huruf atau angka antara
barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Bentuk
merek ini disebut merek huruf atau angka. Contoh dari bentuk merek ini huruf ABC

pada produk kecap.

4) Merek yang berbentuk nama

Bentuk merek ini mempunyai daya pembeda dalam bentuk nama antara barang atau
jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Bentuk merek ini disebut

merek nama. Contoh bentuk merek ini Alexander Christie pada produk jam tangan.

5) Merek yang berbentuk kombinasi
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Bentuk merek ini mempunyai daya pembeda dalam bentuk lukisan atau gambar dan
kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.
Bentuk merek ini berbentuk lukisan atau gambar dengan kata yang menjadi satu
kesatuan, yang dengan ini disebut merek kombinasi. Contoh bentuk merek ini seperti

gambar orang tua dan huruf OT pada produk makanan ringan.

3. Fungsi Merek

Merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi
menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu
menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya

tersebut sewaktu diperdagangkan.®

Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pemakaian merek berfungsi

sebagai:

a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang
lain atau badan hukum lainnya.

b. Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan
menyebut mereknya.

c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.

d. Menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan.

2L Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit., him 170.
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Berdasarkan fungsinya, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap hak merek

yaitu sebagai berikut:

a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek,
atau pemegang hak merek.

b. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga
keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.

¢. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk

membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Fungsi merek adalah sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh
seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh
seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang di buat oleh seseorang atau
badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa sejenis, sehingga perlu diberi tanda
pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini, bahwa barang atau jasa yang
diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama
pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api yang termasuk
dalam kelas barang yang sejenis, atau angkutan, pengemas dan penyimpan barang-

barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.?

Merek sebagai pengenal, merek digunakan pihak produsen untuk jaminan nilai hasil

produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, atau hal-hal

22 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi
Hukumnya Di Indonesia), PT. Alumni, Bandung, 2003, him. 322.
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lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang,
merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya, guna mencari dan
meluaskan pasaran. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri

dan perdagangan yang sehat yang menguntungkan semua pihak.

Melihat fungsi merek dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan
pilihan barang yang akan dibeli. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu
merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu
barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.?? Masyarakat dapat
memilih merek mana yang disukai dan jika mereka puas dengan satu merek, mereka

selanjutnya membeli atau memesan barang tersebut dengan menyebut mereknya saja.

4. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dijelaskan bahwa

merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur-unsur dibawabh ini:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas,
keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum.

2. Tidak memiliki daya pembeda.

3. Telah menjadi milik umum.

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan

pendaftarannya.

23 |bid., him. 321.
24 pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
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Selain itu, Pasal 6 Undang-Undamg Nomor 15 Tahun 2001 juga memuat ketentuan

mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu:

1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang
sejenis;

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-
geografis yang sudah dikenal.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan
terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan
tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan
hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang
berhak;

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun
internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang
digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan

tertulis dari pihak yang berwenang.
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Pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas dan Barang atau Jasa Bagi Pendaftar Merek.

Permohonan Pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jendral

HKI. Surat permohonan pendaftaran merek diajukan dengan melengkapi:

a.

b.

Surat pernyataan merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Jika etiket merek itu ditulis
dalam bahasa asing wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan
yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum.
Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang lain.
Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang

sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.?

Permintaan pendaftaran merek yang diajukan kepada Direktorat Jendral HKI

ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat permintaan pendaftaran

merek tercantum:

a. Tanggal, bulan dan tahun.

b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon.

c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

d. Warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan

unsur warna.

%5 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit., him 188.
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e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal

permohonan diajukan dengan hak prioritas.?

Pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya, harus melalui prosedur
pendaftaran merek yang ada. Merek tersebut harus didaftarkan dengan memenuhi
syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Dirjen HKI akan
mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek. Pengumuman
tersebut akan berlangsung selama 3 (tiga) hari yang dilakukan dengan
menempatkannya dalam berita resmi yang diterbitkan secara berkala, atau dengan
menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat

oleh masyarakat misalnya internet.

Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jendral HKI atas permintaan
pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila
terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran
adalah merek yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak. Setelah berakhirnya masa
pengumuman dan permintaan pendaftaran merek tersebut telah disetujui, maka

Direktorat Jenderal HKI:

a. Mendaftarkan merek tersebut dalam daftar umum merek.

% pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
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b. Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum
atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.

c. Memberikan sertifikat merek.

d. Mengumumkan pendaftaran tersebut dalam berita resmi merek. Pendaftaran
merek dapat dimintakan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/ atau jasa

secara bersamaan.

B. Pendaftaran Merek

1. Sistem Pendaftaran Merek
Sistem pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menganut
sistem konstitutif. Dalam sistem konstitutif ini, pendaftaran merupakan suatu

keharusan bagi pemilik merek.?’

Hak merek tercipta karena pendaftaran, bukan karena pemakaian pertama pada merek
yang bersangkutan. Tanpa didaftarkan tidak ada hak merek, selain itu yang terpenting
adalah tidak adanya perlindungan terhadap merek yang bersangkutan. Jika suatu merek
sudah didaftarkan dan memperoleh sertifikat hak merek, maka hak merek tersebut akan
dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama, dengan ini disebut

sebagai “hak eksklusif”.?

Tujuan didaftarkannya suatu merek vyaitu untuk memperoleh kepastian dan

perlindungan hukum pada merek yang bersangkutan. Suatu merek didaftarkan pada

27 OK Saidin, Op.Cit., him. 363.
28 1bid., him 365.
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Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk melakukan pendaftaran merek
perlu dimohonkan pendaftaran lebih dahulu berdasarkan syarat-syarat dan prosedur

yang ditentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Apabila pemilik merek mengajukan permohonan pendaftaran merek, pengajuan
permohonan dua atau lebih kelas barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan satu
permohonan. Permohonan harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang
termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.?® Dalam pendaftaran merek
serupa tetap dikenakan kewajiban pembayaran yang sesuai dengan jumlah kelas barang

dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan ditandatangani
oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon pendaftaran merek dapat terdiri atas satu orang
atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum. Permohonan tersebut dilampiri

dengan bukti pembayaran biaya pendaftaran.

Jika permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama
berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih satu
alamat sebagai alamat mereka. Permohonan merek tersebut ditandatangani oleh salah
satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan

tertulis dari para pemohon yang mewakilkan, dalam hal permohonan diajukan melalui

2 pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.



26

kuasa, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihk yang berhak atas merek

tersebut. Kuasa yang dimaksud adalah konsultan hak kekayaan intelektual.

Bagi pemohon yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, permohonan tersebut
wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pemohon tersebut wajib menyatakan

dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai domisili hukumnya di Indonesia.®

Pendaftaran merek juga dapat diperoleh menggunakan hak prioritas. Menurut Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dituliskan bahwa hak prioritas adalah
hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung
dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement
Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa
tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang
juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the
Protection of Industrial Property. Secara umum hak prioritas adalah hak yang
diberikan kepada pendaftar hak merek, dimana tanggal penerimaan dianggap sama
dengan tanggal penerimaan pertama di negara asal. Dianggap sama berarti bukanlah
dalam pengertian yang sebenarnya namun berupa pengakuan saja. Hak prioritas ini

merupakan aspek perlindungan hak merek di negara lain.

%0 pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
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Hak prioritas bersumberkan kepada Konvensi Paris yang asas-asasnya telah
digabungkan di dalam perjanjian TRIPs.3! Ketentuan-ketentuan Konvensi Paris yang
terpenting adalah sebagai berikut:

1) Penanganan nasional atau similasi nasional yang mengatur bahwa sejauh berkaitan
dengan milik industrial, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama
kepada warga negara dari negara anggota lain sebagaimana ia berikan kepada
warga negaranya sendiri. Penangangan seperti ini dikenal dengan principle of
national treatment. Inti national treatment adalah pada pemberlakuan yang sama
dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan
kepada warga negara sendiri dan warga negara lain.

2) Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftar pertama di negara
anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta
perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan

pertama.

Hak prioritas diberikan jika didahului dengan permohonan menggunakan hak prioritas.
Apabila persyaratan telah dipenuhi maka warga negara asing yang telah mendaftarkan
hak mereknya di negara asal, dapat diberikan prioritas bahwa tanggal penerimaan di
negara tujuan (asing) dianggap sama dengan tanggal penerimaan di negara asal

sepanjang negara-negara tersebut sama-sama menjadi anggota Konvensi Paris.

31 Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Jakarta, him, 134.
32 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Alumni, Bandung, 2005.
him 24.
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Pentingnya hak prioritas berupa hak bagi warga negara asing, yang berasal dari negara
yang sama-sama tergabung dalam Konvensi Paris atau persetujuan pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia, untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal
penerimaan yang diajukan sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara
asal. Jadi semua negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia terikat untuk memberikan perlindungan
kepada negara lain yang warga negaranya bermaksud mendaftarkan hak merek di
negara tersebut sepanjang masih dalam jangka waktu perlindungan vyang telah
ditentukan berdasarkan Konvensi Paris. Bagi negara-negara yang tidak tergabung
dalam Konvensi Paris, maka di negara tersebut tidak berlaku hak prioritas. Bagi warga
negara asing dari negara yang tidak tergabung dalam Konvensi Paris, maka warga dari

negara yang bersangkutan tidak memiliki hak prioritas dalam pendaftaran hak merek.3

Hak prioritas menghendaki tidak ada diskriminasi bagi warga negara asing dalam
mendaftarkan hak mereknya di negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau
Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Namun tidak setiap
pendaftaran hak merek oleh Warga Negara Indonesia disertai dengan hak prioritas. Hak
prioritas diberikan apabila disertai dengan permohonan untuk diberikan hak prioritas,

dalam jangka waktu tertentu dan dengan memenuhi persyaratan tertentu.

33 http://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs-2.4.6/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/57/pdf
diakses pada 15 Februari 2017, pukul 14.22 WIB.
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Hak Prioritas dalam sistem pendaftaran merek di Indoneisa diatur dalam Pasal 11 dan
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Pasal 11

dikatakan bahwa:

“Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Agreement

Establishing the World Trade Organization.”

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan bahwa:

(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama
bab ini, permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan
bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang
menimbulkan hak prioritas tersebut.

(2) Bukti hak prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak
mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa

menggunakan hak prioritas.

Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan

permohonan tersebut yang juga diberikan penegasan tentang tanggal penerimaan
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permohonan, dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda
penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jendral HKI apabila permohonan

diajukan untuk pertama kali.

2. Perpanjangan Pendaftaran Merek

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa jangka
waktu pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang
sama. Untuk perlindungan hukum dari merek terdaftar, berlaku untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat

diperpanjang.

Untuk permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang terdaftar
diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual. Permintaan perpanjangan tersebut diajukan dalam jangka
waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya diajukan 6 (enam)
bulan sebelum berakhir jangka waktu perlindungan bagi merek yang didaftarkan
tersebut. Permintaan perpanjangan merek terdaftar dikenakan biaya yang besarnya

akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

3. Pengalihan dan Pemberian Hak Merek Terdaftar

Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001,
hak merek dapat beralih atau dialihkan dikarenakan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:
a. pewarisan;

b. wasiat;



31

c. hibah;
d. perjanjian; atau

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Merek tidak hanya dapat beralih dan diahlikan saja, melainkan dapat diperoleh melalui
pemberian hak, dalam hal ini seperti perjanjian lisensi. Lisensi adalah izin yang
diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian
berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek
tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan

dalam waktu dan syarat tertentu.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menuliskan bahwa
pemilik merek berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa
perjanjian lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis

barang atau jasa.

Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain masih tetap
dapat menggunakan merek tersebut, kecuali bila ada perjanjian lain. Dalam perjanjian
lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi dapat member lisensi lebih lanjut

kepada pihak ketiga.**

34 Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
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4. Penghapusan Merek

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat melakukan penghapusan

pendaftaran merek terdaftar jika:

a. Merek tidak digunakan (non use) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam
perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian
terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual.

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis
barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang
tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Penghapusan pendaftaran merek
berdasarkan hal tersebut dapat juga diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk
gugatan kepada Pengadilan Niaga dan terhadap putusan pengadilan niaga hanya

dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.®

Suatu merek terdaftar juga dapat diajukan penghapusannya atas permintaan pemilik
merek yang bersangkutan. Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik
merek dapat diajukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk
dalam satu kelas, pertimbangan pemilik merek dalam hal ini, biasanya dikarenakan

merek yang bersangkutan dianggap sudah tidak dapat menguntungkan lagi.

Permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar oleh pemilik merek diajukan

kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam bahasa

% Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
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Indonesia dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek yang

bersangkutan.

5. Pembatalan Merek

Berbeda dengan penghapusan, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat
diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Gugatan
pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak tanggal didaftarkannya merek tersebut. Gugatan pembatalan merek dapat
diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan
memnberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan merek tersebut. Pembatalan
pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan
menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari
daftar umum merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya

perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.



34

6. Pelanggaran Hak Merek

Setiap merek yang didaftarkan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan tersebut
berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal
penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Faktanya,
walaupun sudah mendapat perlindungan hukum masih saja ada pihak-pihak yang

melakukan pelanggaran atas hak merek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek, terdapat beberapa bentuk pelanggaran merek, yaitu:

a. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan merek
terdaftar milik pihak lain.

b. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek
terdaftar milik pihak lain.

c. Memperdagangkan barang atau jasa yang berasal dari pelanggaran.

C. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa

1. Gugatan Pembatalan Merek

Gugatan atas pembatalan merek dapat diajukan jika dalam penggunaannya terdapat
pelanggaran atas merek tersebut. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh
pemilik merek yang bersangkutan melalui Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang

melakukan pelanggaran atas merek tersebut. Gugatan tersebut dapat berupa: gugatan
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berupa ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan

penggunaan merek tersebut.

Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materiil
dapat berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Ganti rugi immaterial
berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak,

sehingga pihak yang bersangkutan menderita kerugian secara moril.®

Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan melalui Ketua Pengadilan Niaga
dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat, dalam hal tergugat bertempat tinggal di
luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan melalui Ketua Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan diajukan dan
kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan

tanggal pendaftaran gugatan.®

Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling
lama 2 (dua) hari sejak gugatan didaftarkan. Paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan
didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas
gugatan pembatalan diselenggarakan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan
didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari

setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

3% QK. Saidin, Op.Cit., him. 401.
37 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010,
him. 114.
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Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (Sembilan puluh)
hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh)
hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan yang memuat secara lengkap
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan
tersebut diajukan suatu upaya hukum. Isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan
oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas

gugatan pembatalan diucapkan.3®

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi
diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan
kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada
panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftar permohonan kasasi
pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi
diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang
sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Pemohon kasasi sudah harus
menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal
permohonan kasasi didaftarkan panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan
memori kasasi didaftarkan panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan
memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah

permohonan kasasi didaftarkan.

% Ibid.
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Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama
7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera
wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2
(dua) hari setelan kontra memori kasasi diterima oleh panitera. Panitera wajib
menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung
paling lama 7 (tujuh) hari kemudian Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas
perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal

permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.*

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh)
hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas
permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah
tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan
kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan

tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera
paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon

kasasi paling lama 2 (dua) hari setealah putusan kasasi diterima.*

39 pasal 83 ayat (5) sampai Pasal 83 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek.

40 Pasal 83 ayat (8) sampai Pasal 83 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek.
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2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa atas merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Menurut
ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
bahwa selain penyelesaian gugatan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, para pihak
dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata
di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara

tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.*
Negosiasi merupakan salah satu prosedur dalam penyelesaian sengketa melalui
perundingan langsung para pihak yang bersengketa tanpa dibantu oleh pihak lain.
Apabila dengan cara negosiasi belum dapat menyelesaikan permasalahan, dapat
dilakukan dengan cara mediasi yaitu penyelesaian sengketa melalui perundingan
dengan dibantu oleh pihak netral, yaitu mediator yang tidak memiliki kewenangan
memutus. Selain itu pendapat ahli juga merupakan salah satu prosedur dalam
penyelesain sengketa alternatif. Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa para

41 pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
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pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari

lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dalam suatu perjanjian.

3. Konsep Merek Terkenal

Kriteria tentang Merek Terkenal (well-known mark) diserahkan kepada masing-masing
negara anggota Konvensi Paris. Pengertian Merek Terkenal (well-known mark) di
Indonesia mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486
K/pdt/1991. Pengertian Merek Terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar
dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar
negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di

berbagai negara*

Seperti yang sudah ditentukan dalam Konvensi Paris bahwa perlindungan hukum
terhadap merek terkenal hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan.
Perlindungan secara internasional dibutuhkan terhadap merek suatu barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan melampaui dan melintasi batas-batas negara. Perlindungan
terhadap merek terkenal di negara-negara mengacu pada ketentuan Pasal 6 bis
Konvensi Paris dan Pasal 16 Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Right incluiding Trade in Counterfiet Goods). Pada saat ini perlindungan
merek terkenal di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan

ayat (2) serta Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

42 Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 1486 K/Pdt/1991.
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Keterangan:

Pierre Cardin merupakan merek dagang dari designer asal Perancis, Pierre Cardin yang
sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Merek Pierre Cardin sudah terkenal di berbagai
negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Namun ternyata di Indonesia, seorang
pengusaha lokal Alexander Satryo Wibowo telah mendaftarkan suatu merek yang sama

dengan Penggugat, dalam kasus ini adalah Pierre Cardin.

Pierre Cardin keberatan dengan terdaftarnya merek “Pierre Cardin” dalam daftar umum
merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Indonesia Republik Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, Pierre Cardin mengajukan gugatan pembatalan terhadap
merek terdaftar “Pierre Cardin” Daftar Nomor IDM000192198 kepada Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa terhadap gugatan tersebut,
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan Nomor 15/Pdt.Sus-
Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan pokok perkara menolak gugatan yang diajukan
oleh penggugat. Setelah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diucapkan, penggugat
mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 26 Juni 2015 kepada Mahkamah Agung.
Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi Pierre
Cardin, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI1/2015

dengan putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pierre Cardin.

Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti proses penyelesaian perkara yang telah

dilakukan tersebut ada putusan tingkat kasasi yang merupakan upaya hukum terhadap
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putusan Pengadilan Niaga yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, untuk
mengkaji dan membahas putusan kasasi tersebut, tentunya tidak terlepas dari proses
penyelesaian perkara yang telah dilakukan pada tingkat sebelumnya. Secara khusus,
penelitian ini akan mengkaji dan membahas putusan kasasi dalam kasus pembatalan
merek terdaftar Pierre Cardin, tentang lingkup dari merek Pierre Cardin sebagai merek
terkenal, pemegang hak atas merek yang sah dari merek Pierre Cardin, serta sikap
pemerintah dan pertimbangan hakim dalam perkara kasus pembatalan merek Pierre
Cardin sebagai merek terkenal dari putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-

HK1/2015.



I1l. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
yang menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HK1/2015. Penelitian ini disebut juga dengan
penelitian hukum teoretis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji
pelaksanaan atau implementasi hukum.*® Penelitian ini dilakukan dengan cara
mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.SUS-HKI/2015., bahan-
bahan pustaka, dan perundang-undangan terkait dengan apakah merek Pierre Cardin
termasuk kategori merek terkenal, bagaimana sikap Dirjen HKI terhadap sengketa
pembatalan merek Pierre Cardin dan pertimbangan hakim dilihat dari isi Putusan
Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.SUS-HKI/2015.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian
yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi)

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu,

43 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
him. 52.
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atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi
dalam masyarakat.** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis,
faktual dan akurat. Untuk itu, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambarkan secara jelas mengenai kriteria suatu merek terkenal (well-known mark),
sikap Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual terhadap sengketa pembatalan
merek Pierre Cardin sebagai merek terkenal, dan pertimbangan hakim mengenai
sengketa merek terkenal dari putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-

HK1/2015.
C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-
terapan dengan tipe judicial case study yaitu pendekatan studi kasus hukum karena
suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan. Pendekatan masalah
dalam penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-

HK1/2015.
D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang bersumber dari ketentuan
perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum
tertulis lainnya.*

Data sekunder terdiri dari:

4 1bid, him 50.
5 1bid., him. 151.
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1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi:

a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

b. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan
Pendaftaran Merek.

c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa
bagi Pendaftaran Merek.

d. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI1/2015.

f.  Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/1991.

g. Konvensi Paris.

h. Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right
incluiding Trade in Counterfiet Goods).

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan

kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah

yang dibahas.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier

yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel, surat

kabar atau internet.
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E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder
dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (library research), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai
hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta
dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk
memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi
dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2.  Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak
dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen
dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor

557 K/Pdt.SUS-HK1/2015.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan

pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:
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1. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk
memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam
penelitian ini.

2. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat
digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar
objektif.

3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan menurut kerangka

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu
menafsirkan data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis
data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan pada Putusan
Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HK1/2015. Hasil analisis disajikan secara
sederhana dan sistematis.

Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur,
runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik
kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari

permasalahan yang dibahas.*®

4 Abdulkadir Muhammad,Op.Cit., him. 127.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan yaitu

sebagai berikut:

1.

Merek Pierre Cardin milik Penggugat yaitu designer asal Perancis termasuk merek
terkenal. Pierre Cardin telah mendaftarkan mereknya di berbagai negara termasuk
di Indonesia, terpenuhinya unsur adanya pengetahuan umum masyarakat
mengenai merek tersebut, Pierre Cardin juga melakukan promosi secara gencar
dan besar-besaran baik pada media cetak maupun media elektronik. Sehingga
merek dagang “Pierre Cardin” milik penggugat merupakan suatu merek terkenal.
Sikap Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap sengketa
pembatalan Merek Pierre Cardin, adalah dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil
yang disertakan oleh Penggugat. Direkrorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
menyatakan bahwa mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat
lagi diajukan karena telah kedaluarsa, gugatan telah melewati jangka waktu 5
(lima) tahun sejak merek tersebut didaftarkan. Hal ini tertera dalam ketentuan
Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan
secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum legal formal di dalam
mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar

Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat
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Merek. Mengenai pelaksanaan tanggung jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual sebagai Pemerintah Republik Indonesia, telah menyatakan bahwa

terdaftarnya merek-merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek

tersebut telah diproses secara substantif yang mengacu pada Pasal 4, Pasal 5 dan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian,

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah memberikan perlindungan

hukum terhadap pemilik merek terdaftar

Pertimbangan Hakim dalam sengketa Pembatalan Merek Pierre Cardin dapat

disimpulkan sebagai berikut:

a. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara merek dalam peradilan
tingkat pertama telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
Ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyebutkan “Hakim wajib mengadili
segala bagian tuntutan”. Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangannya
berkenaan dengan penilaian apakah merek Pierre Cardin milik Penggugat
merupakan merek terkenal, dengan menyatakan dimana pada saat merek Pierre
Cardin tersebut pertama kali didaftarkan di Indonesia pada tanggal 29 Juli 1977,
merek Pierre Cardin milik Penggugat belum atau bukanlah merupakan merek
terkenal. Bahwa berdasarkan bukti-bukti (P-la dan P-1b) yang diajukan
Penggugat, telah menunjukkan fakta bahwa nama Penggugat Pierre Cardin
merupakan seorang terkenal sebagai perancang bertaraf internasional, yang
keterkenalan namanya tersebut telah didapat sejak tahun 1950-an.

b. Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah lalai dalam pertimbangannya. Majelis

Hakim dinilai salah karena telah membenarkan pertimbangan hukum pada
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tingkat Pengadilan Niaga berkenaan dengan penilaian terhadap merek terkenal.
Selain itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta tentang iktikad tidak
baik (bad faith) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I. Dimana
merek terdaftar milik Tergugat I, meniru, menjiplak dan membonceng merek
milik Penggugat yang sengaja dijadikan merek oleh Tergugat | atau dengan kata
lain Tergugat | telah mendaftarkan mereknya tersebut dengan itikad tidak baik.
Dengan demikian, Tergugat | telah melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

B. Saran

Saran dari penelitian yang berjudul “Pembatalan Merek Pierre Cardin Sebagai Merek
Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)” ini

antara lain sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang berwenang dalam
pendaftaran merek-merek yang ada di Indonesia harus secara tegas dalam bertindak
terhadap pelaku pelanggaran merek. Alasan ini didasarkan pada fakta, bahwa beberapa
pendaftaran merek terkenal asing di Indonesia dengan iktikad tidak baik (bad faith),
hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pemilik sah merek
terkenal asing yang sudah menginvestasikan dan mendaftarkan mereknya tersebut di
berbagai negara di dunia dan menghindari terjadinya kembali sengketa merek antar

pelaku usaha.
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